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Setelah mengalami krisis perekonomian yang parah beberapa tahun lalu yang
disebabkan oleh krisis sektor keuangan, saat ini kondisi kehidupan ekonomi bangsa ini telah
mengalami perbaikan. Diharapkan, kondisi ini dalam waktu yang akan datang lebih cepat
perbaikannya, dan menjadikan krisis ekonomi yang dialami sebagai pengalaman berharga,
bukan sebagai hambatan, dan dapat menjadi tantangan dan peluang untuk berbuat lebih baik
dan sungguh-sunguh.
Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah tersedianya SDM yang
ditamatkan oleh lembaga-lembaga pendidikan sesuai yang diharapkan bersama, yakni SDM
yang berdaya saing, punya kompetensi serta bermartabat. Oleh karena itu sistem dan lembaga
pendidikan perlu segera dibenahi untuk merealisasikan harapan tersebut. Sebab jika tidak,
maka bukan hal mustahil krisis ekonomi yang telah dialami akan terulang lagi, bahkan mungkin
dalam derajat yang lebih berat. Uraian berikut ini akan difokuskan pada upaya menjadikan
lembaga pendidikan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan SDM sesuai harapan, agar
supaya krisis dapat dihindari dan agar cita-cita untuk mensejahterakan rakyat sesuai amanat
UUD akan dapat terealisasi.
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekayaan
sumber daya alamnya, tetapi terutama ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya
(SDM) yang bekerja di berbagai sektor ekonomi dan bisnis yang ada. Ada banyak faktor yang
menentukan kualitas sumber daya manusia tersebut, namun yang paling penting adalah
berperannya lembaga-lembaga pendidikan yang ada dengan sistem pendidikan yang
diterapkannya, baik yang formal dan informal, sebagai cikal bakal tempat lahirnya SDM yang
mampu bekerja pada berbagai lembaga-lembaga strategis yang ada.
Sesuai teori, ada dua paradigma yang menerangkan peranan lembaga pendidikan
dalam menghasilkan SDM. Yang pertama, adalah paradigma “Human Capital Paradigm”, yang
dipengaruhi oleh Teori Ekonomi Klasik, Neo Liberal. Dimana teori ini memandang dan
menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi, sehingga dapat dianggap bahwa
SDM adalah instrumen teknostruktur untuk mencapai tujuan-tujuan produksi secara ekonomis
dan mekanistik demi kepentingan pemilik modal atau kapitalis.
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3Itulah sebabnya banyak pengamat mengkritisi lembaga pendidikan yang menerapkan
sistem pendidikan berideologi paradigma Human Capital Paradigm tersebut. Karena
menganggap bahwa paradigma tersebut hanya akan malahirkan SDM yang mengalami reduksi
nalar, yaitu SDM yang « rationality without reason », yang oleh Mills cendrung disebut sebagai
« cheerful robot », yaitu SDM yang mempunyai rasio tapi tanpa akal budi dan kehilangan daya
kreatif sesuai kondisi lingkungan dan kepentingan keberadaannya.
Itulah sebabnya, sistem pendidikan dengan model paradigma sistem pendidikan Neo
Klasik tersebut berarti hanya melahirkan SDM yang mengetahui apa yang ia buat atau lakukan
(what to do), jadi tidak mengerti mengapa dan untuk apa mereka melakukan sesuatu misalnya
(why it is to be done). Oleh karena itu maka kemudian, banyak pihak menganggap bahwa
strategi pembangunan  SDM lembaga pendidikan serupa itu jelas tidak akan melahirkan SDM
sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan pembangunan masyarakat.
Paradigma pembangunan pendidikan yang kedua adalah paradigma yang berorientasi
pada pengembangan SDM dengan arah tujuan jangka panjang, yaitu Human Growth Paradigm.
Merupakan suatu paradigma pendidikan yang diterapkan lembaga pendidikan dalam
menghasilkan SDM, dengan tidak hanya mengandalkan faktor pencapaian kecerdasan
intelektual atau Knowledge (Kognitif) serta keterampilan psikometrik SDM atau Skills saja –
seperti yang diutamakan oleh sistem pendidikan dengan paradigma Human Capital Paradigm -
tetapi juga dan bahkan mengutamakan pada faktor pengembangan kepribadian SDM yang
berbudaya, bermoral, beretika dan mandiri sehingga mempunyai naluri kehalusan rasa dan
kebeningan suara hati nuraninya masing-masing, yang dikenal sebagai faktor Character
(Afektif).
Dalam hal ini terutama jika berkaitan dengan proses pengambilan keputusan baik
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat, berupa pengambilan kebijakan
ekonomi tertentu, dari setiap SDM dalam posisi strategisnya dalam pemerintahan misalnya.
Sehingga dianggap bahwa jika lembaga pendidikan tersebut menafihkan unsur Character
tersebut dalam proses pendidikan yang dilaksanakan maka SDM yang akan dilahirkan dan
tersedia di pasar tenaga kerja hanyalah SDM yang serupa robot atau SDM yang hanya
mendahulukan kepentingan materialisme pihak tertentu atau kepentingan mereka semata-
mata.
Merefleksi penjelasan terakhir, sebenarnya telah pernah terjadi di negara kita, dimana
jika tidak disadari atau tidak dibenahi, maka kejadian krisis yang telah dialami dapat terjadi
lagi. Misalnya, saat itu sangat jelas bahwa berbagai pihak dari SDM pengusaha, perbankan dan
SDM pemerintah khususnya, seakan tidak mau tahu tentang realita ekonomi bangsa kita,
bahwa negara ini dibangun di atas pilar «utang atau kredit», yang jelas sangat rentan jika tidak
dimenej dengan baik. Hal ini tercermin dari indikator umum secara makro atau mikro
perekonomian, yang dapat ditunjukkan oleh konsep nilai « DER » yang dalam ukuran normal
apalagi teorinya sangat tidak rasional.
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utang luar negeri dengan hasil expor telah melebih rata-rata 200% antara periode 1967-1997,
dimana menurut teorinya hanya harus kurang dari 80%. Begitupun dalam ukuran mikro,
misalnya DER atau Debt Equity Ratio, yaitu perbandingan antara utang dengan kredit bank
terhadap modal sendiri dari setiap kegiatan investasi para pengusaha Indonesia, secara rata-
rata telah mencapai 175%, dimana menurut teorinya itu sebaiknya hanya 30%-40%.
Berarti bahwa kegiatan pembangunan di negara kita didasarkan pada prinsip « lebih
besar pasak (utang) dari pada tiang (modal sendiri). Dan itu berarti bahwa « arti utang » di
Indonesia telah dimaknai seakan sebagai sumber kemakmuran, jadi bukan sebagai sesuatu
yang dapat menimbulkan masalah atau krisis.  Hal ini tampaknya terutama disebabkan karena
pihak SDM di berbagai lembaga ekonomi yang ada menganggap bahwa strategi pembanguan
yang berorientasi mengejar kemakmuran baru keadilan atau paradigma pembangunan
Trickling - down effect adalah strategi pembangunan yang terbaik, meskipun itu dibiayai
dengan utang yang mengkhawatirkan.
Ironsinya, dalam kondisi yang sudah rawan seperti itu, berbagai instrumen kebijakan
yang diterapkan oleh setiap SDM di berbagai lembaga-lembaga ekonomi yang ada, terutama
mengandalkan instrumen kebijaksanaan liberalisme yang tidak terencana baik dalam berbagai
sektor ekonomi yang ada.
Teori ekonomi kontemporer menerangkan, perekonomian negara yang dibangun di
atas pilar utang atau kredit tersebut disebut sebagai « Sistem Perekonomian Kredit » yang
dapat dikategorikan sebagai sistem perekonomian yang belum dewasa (pubertas),  dimana
perilaku pelaku ekonominya umumnya irrasional dan spekulatif, sehingga dampaknya
terhadap berbagai kegiatan ekonomi sifatnya kurang stabil dan sangat rentan dari segala
perubahan-perubahan perekonomian internal apalagi eksternal.
Umumnya, negara-negara sedang berkembang mewakili ciri perekonomian seperti ini.
Di lain pihak, sebagai pembanding sistem perekonomian kredit tersebut, dikenal sebagai
«Sistem Perekonomian Pasar Uang», yang dapat dikategorikan sebagai sistem ekonomi yang
telah dewasa, dimana prilaku pelaku-pelaku ekonominya sudah cukup rasional. Umumnya
negara-negara maju mewakili ciri perekonomian tersebut.
Menurut teorinya, implikasi penting dari perbedaan dua sistem perekonomian
tersebut adalah mekanisme kebijaksanaan yang harus diterapkan. Bagi tipe perekonomian
pertama, dihipotesakan bahwa kebijaksanaan ekonomi yang akan ditempuh sangat delikat,
sehingga yang dianggap sesuai untuk itu adalah kebijaksanaan dengan sistem regulasi yang
didasarkan pada mekanisme perencanaan yang dinamis dan komprehensip, tetapi dengan
syarat harus dilakukan oleh SDM dengan Clean government atau good governance. Sedangkan
untuk tipe perekonomian ke dua, kebijaksanaan ekonomi dilakukan dengan sistem yang
bersifat tidak langsung berazaskan prinsip  liberalisme.
Sehingga jika mengikuti alur fikir hipotesa teori tersebut, maka secara umum dapatlah
disimpulkan bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang dilanda krisis selama ini
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atau instrumen kebijaksanaan ekonomi sesuai sistem perekonomian rielnya, dimana
pemerintah seharusnya menerapkan mekanisme kebijaksanaan berdasarkan prinsip
pengaturan atau regulasi, tapi yang dipraktekkan adalah sistem kebijaksanaan berdasarlan
prinsip liberalisasi atau deregulasi.
Jika dicermati lebih seksama, maka tampaknya memang bahwa embrio krisis ekonomi
yang terjadi terutama bermula semenjak ideologi liberalisme semakin intensip diterapkan
pada pertengahan tahun '80 an, yang dimulai secara intensif dan berkelanjutan dari sektor
keuangan, yang kemudian ternyata berujung pada krisis dalam sektor keuangan itu sendiri.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka banyak pihak menganggap bahwa krisis
ekonomi tersebut dapat terjadi disebabkan karena SDM yang mengambil keputusan atau
kebijaksanaan di bidangnya masing-masing, lahir dari lembaga pendidikan yang hanya
menjadikan SDM serupa dengan robot atau mesin yang digerakkan hanya oleh pertimbangan
rasionalitas mekanistis dan materialisme kapitalis, sehingga tidak mendasakan keputusan atau
kebijaksanaannya pada nilai-nilai moral, budaya dan pemahaman atas realita ekonomi
bangsanya sendiri.
Dengan demikian, lembaga pendidikan dianggap oleh banyak pihak mempunyai andil
yang signifikan terhadap timbulnya krisis ekonomi di negara ini, karena telah melahirkan SDM
yang bermodalkan pengetahuan yang baik dan skill yang terampil, namun kurang dibekali nilai-
nilai atau norma etika dan moral yang baik. Sehingga akibatnya, SDM yang ada tersebut
dengan mudahnya melakukan kecurangan-kecurangan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing, karena tujuannya hanya mengejar kepentingan-
kepentingan materialisme mereka secara sendiri-sendiri atau berkelompok, dan melupakan
kepentingan masyarakat banyak.
Oleh karena itu, maka untuk menghindari kejadian serupa ini terjadi di masa datang,
berarti setiap lembaga pendidikan yang ada harus melakukan perubahan strategi dalam
membangun sistem pendidikan yang akan dilaksanakan atau diterapkan sesuai dengan
paradigma sistem pendidikan Human Growth Paradigm, yang menambahkan dan
menekankan pentingnya setiap lembaga pendidikan memasukkan unsur atau faktor nilai atau
norma moralitas dan etika dalam proses pelaksanaan pendidikannya.
Sebab dengan sistem pendidikan tersebut jelas lebih unggul dibanding dengan sistem
pendidikan dengan paradigma Human Capital Paradigm. Dengan penerapan paradigma
tersebut, maka akan lahirlah SDM yang sifatnya World Class, yang berdaya saing, seperti yang
dikemukakan oleh Moss-Kanter, yakni SDM yang bermoral, beretika, jujur, bertanggungjawab,
cerdas, terampil, punya wawasan dan jaringan yang baik dan kuat.
Dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar paradigma pendidikan
pembangunan manusia tersebut (Human Growth Paradigm), maka berikut ini dijabarkan
beberapa langkah strategi yang perlu dipertimbangkan dan jika memungkinkan dapat
dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab oleh lembaga-lembaga pendidikan
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dan bermartabat.
1. Menerapkan sistem pendidikan dengan sipirit globalisasi
a. Menjadikan pendidikan sebagai « partner in progress » bagi pembangunan SDM
 Merealisasikan inovasi dalam sistem pendidikan tinggi khususnya dengan
mengubahnya dari proses mekanistik a la Neo Klasik, ke penerapan pendidikan
berasas kemanusiaan dengan mengembangkan dan membangun jiwa
« kewirausahaan », guna menumbuhkan sikap kemandirian SDM, sehingga mereka
bukan lagi hanya dapat menjadi pekerja, tapi akan mampu menciptakan pekerjaan.
 Mewujudkan prinsip « link and match » yang profesional namun manusiawi,
melalui pengadaan seperangkat aturan yang mengatur secara bertanggungjawab
agar dunia kerja dan dunia pendidikan saling membutuhkan, dengan menerapkan
salah satu bentuknya, yakni « cooperative education », dimana mahasiswa
misalnya diwajibkan untuk berkarya dalam dunia kerja  sesuai dengan kemampuan
dan kompetensinya.
b. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional
 Terrlaksananya kerjasama pendidikan subregional, regional dan internasional
dalam berbagai versi program pendidikan sesuai kondisi wilayah dan IPTEK.
 Terlaksananya kerjasama regional dan internasional antar lembaga pendidikan
untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penyesuaian kurikulum ataupun tukar
menukar tenaga pengajar.
 Terlaksananya dengan segera sistem jaringan pendidikan unggulan sesuai
perkembangan teknologi informasi, kususnya antar perguruan tinggi dikawasan
ASEAN dan APEC, misalnya dengan mempercepat lahirnya izin operasi sistem
pendidikan berbasis « virtual university (e-learning) »
2. Menerapkan sistem pendidikan berasas lokal atau desentralisasi: Meningkatkan
partisispasi stake holders
 Memberi peranan yang besar pada masyarakat swasta dan Pemda dalam
penyelenggaraan pendidikan. Peranan pemerintah pusat hanya mengawasi,
melalui peranan Badan akreditasi nasional yang mekanisme operasinya harus
independen
 Pemerintah pusat meneyelenggarakan, membiayai atau membantu sarana
prasarana kepada beberapa pendidikan tinggi unggulan, swasta atau negeri secara
adil, termasuk bantuan pendanaan untuk lahirnya pusat-pusat penelitian
masyarakat yang bekerjasama dengan dunia kerja.
3. Penyesuaian terhadap beberapa kebijaksanaan pendidikan lainnya :
a. Mewujudkan masyarakat pendidikan yang madani
 Menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis, tidak birokratif dan feodal
 Melaksanakan kehidupan pendidikan yang taat aturan, hukum dan disiplin
akademik serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan
 Menerapkan administrasi atau manajemen pendidikan yang terbuka, profesional
dan partisipatori
b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pendidikan
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tinggi, kepemimpinan yang tangguh dan berwawasan luas.
 Pimpinan lembaga pendidikan diupayakan seseorang yang berpola pikir manajer
yang merakyat.
 Menyertakan organisasi-organisasi profesional dalam pembinaan akreditasi serta
sertifikasi kemampuan profesi pendidikan
 Berusaha untuk bekerjasama dengan pihak luar negeri dalam program sertifikasi
mutu pendidikan nasional
c. Menerapkan kurikulum integratif dan Mendorong program pendidikan terpadu
 Masyarakat, dunia usaha dan organisasi profesional diikutsertakan dalam
merancang kurikulum, jenis pelatihan dan program pendidikan sesuai kebutuhan.
 Menyususun kurikulum pendidikan sesuai program studi unggulan lokal dan
nasional dengan perspektif globalisasi, seperti bidang bisnis dan keuangan,
pelatihan SDM, pariwisata dan industri kecil.
 Menyertakan organisasi profesi dengan kerjasama dunia kerja menyelenggarakan
sertifikasi berbagai jenis dan tingkat kemampuan dan keterampilan di perguruan
tinggi.
4. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendidik dan pengelola lembaga
pendidikan melalui pembenahan anggaran pembiayaan pendidikan yang nantinya akan
setara dengan 20 persen dari APBN, dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan
kelegkapan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk untuk meningkatkan kesejateraan
hidup para pendidik dalam lingkungan lembaga pendidikan yang ada, dalam bentuk
peningkatan pendapatan mereka, yang akan diberikan jika mereka telah memenuhi
kualifikasi persyaratan berdasarkan sistem « sertifikasi pendidikan » yang telah ditetapkan
pemerintah.
Akhirnya, Sudah tidak dapat ditolak bahwa untuk menyiapkan SDM Indonesia yang
berkualitas diperlukan penerapan nilai-nilai sistem pendidikan yang berbasis pada « Human
Growth Paradigm », yaitu strategi sistem pendidikan yang bukan hanya melahirkan manusia-
manusia yang cerdas dan pintar saja secara material, tetapi juga SDM yang bermoral, beretika,
kreatif dan mandiri. Oleh karena itu maka penting dilakukan « reengineering» manajemen
pada pelaksanaan sistem pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang ada khususnya,
dengan beberapa cara atau strategi.
Sehingga nantinya akan dilahirkan SDM Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi dan
tujuan pendidikan nasional, yaitu adanya SDM Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dapat menjadi warga negara
yang demokratis dan bertanggungjawab serta mampu menghadapi persaingan yang semakin
ketat dengan SDM bangsa lain di dunia. Sehingga dengan demikian diharapkan SDM Indonesia
nantinya akan dapat dan siap menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri atau bangsanya dengan
kualifikasinya yang sesuai dengan tuntutan agama, budaya, dan kompetensi atau
kemampuannya masing-masing.
